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Abstract. Website-based accountability is the right choice for zakat institutions to increase the positive image of the 
public. This study aims to reveal how zakat institutions use the website in disclosing public accountability. This 
research is a qualitative research with a content analysis technique approach to test how big the accountability index 
is based on the zakat institution website. The research sample consisted of 26 zakat institutions at the national level 
in Indonesia. Inter-rater analysis techniques are used to test data reliability. The results reveal that the practice of 
website-based accountability in zakat institutions in Indonesia is still low. This can be seen from the three-
dimensional score, namely 43% transparency, 34% accountability, and 27% responsibility and the total score on the 
average website-based accountability index only gets a score of 299 out of 637 or 43%. The implication of this 
research is that the use of websites as a means of delivering public accountability can increase public integrity and 
trust in zakat institutions. 
 
Keywords. accountability index; Indonesian zakat institution; website based accountability. 
 
Abstrak.Akuntabiliatas berbasis website menjadi pilihan yang tepat bagi institusi zakat untuk meningkatkan citra 
positif publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana institusi zakat memanfaatkan website  dalam 
pengungkapan akuntabilitas publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik analisis 
konten untuk menguji seberapa besar indek akuntabilitas berbasis website institusi zakat. Sampel penelitian 
berjumlah 26 institusi zakat tingkat nasional di Indonesia. Teknik inter-rater analisys digunakan untuk menguji 
reabilitas data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik akuntabilitas berbasis website pada institusi zakat di 
Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari score tiga dimensi yakni transparansi 43%, akuntabilitas 
34%, dan responsibilitas 27% dan total score rata-rata indek akuntabilitas berbasis website hanya memperoleh score 
299 dari 637 atau sebesar 43 %. Implikasi dari penelitian ini adalah pemanfaatan website sebagai sarana 
penyampaian akuntabilitas publik dapat meningkatan integritas dan kepercayaan publik kepada institusi zakat. 
 
Kata kunci. indek akuntabilitas; institusi zakat Indonesia; web-based accountability. 
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PENDAHULUAN 
Institusi Zakat (IZ) menjadi organisasi 
sosial masyarakat telah diakui peran dan 
kontribusinya terhadap upaya negara 
mengatasi berbagai persoalan sosial 
kemasyarakatan. Keberadaan IZ di tengah 
masyarakat menjadi harapan bagi sebagian 
masyarakat yang kurang beruntung untuk 
mendapatkan bantuan ekonomi. Namun 
demikian ada satu fenomena yang tidak dapat 
dipungkiri bahwa kepercayaan publik kepada 
IZ di Indonesia belum sesuai harapan. 
Kecendrungan muzakki menyalurkan zakat, 
infak, dan sodaqoh secara langsung kepada 
mustahik menjadi bukti kebenaran fenomena 
ini. Lemahnya tatakeloa organisasi 
mengakibatkan IZ tidak mampu menghimpun 
potensi zakat secara maksimal. Lemahnya 
akuntabilitas IZ dipandang banyak kalangan 
menjadi persoalan yang hingga kini masih 
belum menemukan solusinya. Oleh sebab itu 
tuntutan publik terhadap praktik transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi 
dan prinisp keadilan dalam mengelola zakat 
terus disuarakan (Nasim & Romdhon, 2014).  
Berdasarkan shari’ah interprise theory 
(Triyuwono, 2001), IZ merupakan sebuah 
entitas bisnis syariah, yang wajib  
menyampaikan pertanggungjawaban kepada 
direct stakeholder maupun dan indirect 
stakeholder. Akuntabilitas menjadi isu yang 
sangat penting ditengah fenomena public 
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distrust terhadap IZ saat ini. Terdapat lima 
prinsip akuntabilitas yang harus diperhatikan 
oleh IZ yaitu transparency, accountability, 
responsibility, independence and fairness 
(Amalia et al., 2018). Transparansi 
merupakan prinsip keterbukaan informasi, 
akuntabilitas  mengacu pada konsep amanah, 
responsibility dimaknai bertanggungjawab, 
independensi merupakan kemandirian dalam 
mengelola organisasi serta keadilan 
perupakan prinsip adil dalam penyaluran 
zakat (Permana & Baehaqi, 2016). 
Tantangan IZ ternyata tidak hanya 
pada persoalan lemahnya akuntabilitas, akan 
tetapi juga menghadapi tantangan berupa 
kemajuan teknologi informasi. Hadirnya era 
digital dengan berbagai temuan teknologi 
baru seperti Robotic Process Automatio 
(RPA) Artificial Intellegent (AI) terknologi 
blockchain, Financial Technology (fintech), 
dan internet, telah membawa pada pergeseran 
berbagai aktivitas proses bisnis, maupun 
prilaku masyarakat luas secara signifikan.  
Salah satu elemen penting dalam 
kemajuan teknologi informasi adalah 
dikenalnya konsep web-based accountabilit. 
Menurut Sarman et al., (2015), web-based 
accountability dimaknai sebagai praktik 
akuntabilitas organisasi melalui penyampaian 
pelaporan dan mekanisme umpan balik dari 
stakeholder secara online menggunakan 
website. MenurutSaxton & Guo, (2011) 
pemanfaatan website oleh organisasi menjadi 
bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses 
bisnis saat ini. Website menjadi pilihan utama 
setiap organisasi dalam membangun koneksi, 
penyampaian akuntabilitas, promosi, sistem 
tata kelola berbasis online, sampai yang 
paling sederhana adalah sarana organisasi 
menginformasikan berbagai aktivitas 
organisasi kepada publik (Connolly & 
Dhanani, 2013). Peran website menjadi sangat 
penting bagi suatu organisasi dalam 
membangun persepsi positif publik. Website 
sangat berperan dalam membangun citra 
positif bagi sebuah organisasi (Jean Kenix, 
2007) dan (Saxton & Guo, 2011). Menurut 
Assa’diyah & Pramono, (2019), pemanfaatan 
website sebagai media akuntabilitas publik 
dapat menjadi strategi dalam menumbuhkan 
public trust bagi IZ di Indonesia. 
Tidak banyak kajian yang 
mengungkap praktik akuntabilitas berbasis 
website pada IZ di Indonesia. Beberapa studi 
yang pernah dilakukan antara lain oleh (Rini, 
2016), meneliti bagaimana peran 
pengunggunaan internet untuk meningkatkan 
akuntabilitas pada 19 Organisasi Pengelola 
Zakat (OPZ) di Indonesia. Dalam peneitian 
ini hanya1 dimensi yang dianalisis yaitu 
dimensi laporan keuangan saja. 
Selanjutnyanya Rizka Nurfadhilah & 
Sasongko, (2019), melakukan penelitian 
bagaimana tingkat akuntabilitas berbasis 
website di Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS). Hasil penelitian pengungkapan 
bahwa BAZNAS belum menggunakan 
website secara maksimal dalam penyampaian 
akuntabilitas publik.  
Mengingat masih terbatas penelitian 
yang mengungkap bagaimana IZ 
memanfaatkan website sebagai sarana 
penyampaian akuntabilitas publik menjadi 
alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan metode konten analisis. Sampel 
penelitian berjunlah 26 Institusi Zakat tingkat 
nasional di Indonesia yang telah mendapatkan 
rekomendasi dari BAZNAS. Novelti 
penelitian ini adalah menggunakan Indek 
Akuntabilitas Berbasis Website untuk 
mengukur tingkat akuntabilitas IZ dengan 
empat dimensi akuntabilitas yaitu 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi dan keadilan. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel penelitian 
Populasi penelitian ini adalah Institusi 
Zakat (IZ) di Indonesia yang dikelola oleh 
masyarakat yang telah mendapatkan 
rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional 
sejumlah 87 terdiri dari 41 IZ tingkat 
Kabupaten/Kota, 19 IZ tingkat Provinsi, 26 IZ 
tingkat Nasional. Sampel penelitian berjumlah 
26 Institusi Zakat, yang dipilih secara random 
dan memenuhi kriteria yaitu; merupakan IZ 
tingkat nasional, telah mendapatkan 
rekomensasi dari BAZAS, beroperasi lebih 
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dari 5 tahun, dan memiliki website. Daftar IZ 
yang menjadi sampel dapat dilihat pada tabel. 
1 berikut: 
 
Tabel 1. Daftar Sampel Penelitian 
No Nama  
1 Rumah Zakat Indonesia 
2 Daarut Tauhid 
3 Baitul Maal Hidayatullah 
4 Dompet Dhuafa Republika 
5 Nurul Hayat 
6 Inisiatif Zakat Indonesia 
7 Yatim Mandiri Surabaya 
8 Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah 
Islamiyah 
9 Dana Sosial Al Falah Surabaya 
10 Pesantren Islam Al-Azhar 
11 Baitulmaal Muamalat 
12 Global Zakat 
13 LAZIS Muhammadiyah 
14 Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia 
15 Perkumpulan Persatuan Islam 
16 Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman 
Indonesia 
17 Yayasan Kesejahteraan Madani 
18 Yayasan Griya Yatim & Dhuafa 
19 Yayasan Daarul Qur’an Nusantara 
(PPPA) 
20 Yayasan Baitul Ummah Banten 
21 Yayasan Pusat Peradaban Islam 
(AQL) 
22 Yayasan Mizan Amanah 
23 Panti Yatim Indonesia Al Fajr 
24 Wahdah Islamiyah 
25 Yayasan Hadji Kalla 
26 Djalaludin Pane Foundation (DPF) 
 
Indeks Akuntabilitas Berbasis Website 
Penelitian ini menggunaan teknik 
analisis konten untuk menguji bagaimana 
tingkat indek akuntabilitas berbasis website 
dari IZ di Indonesia. Penelitian ini 
mengadopsi prinsip-prinsip akuntabilitas yang 
diajukan oleh Amalia, Rodoni, and Tahliani 
2018, yakni prinsip transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi 
dan prinsip keadilan. Indikator akuntabilitas 
berjumlah 25 item yang dikelompokkan  
dalam 5 dimensi yaitu dimensi transparansi 
(9item), akuntabilitas (9 item)  responsibilitas 
(3 item), independen (2 item) dan keadilan (2 
item). 
Selanjutnya untuk menentukan tingkat 
akuntabilitas berbasis website peneliti 
menggunakan model indek akuntabilitas 
berbasis website pemikiran Dainelli, Manetti, 
and Sibilio (2013). Model ini digunakan 
untuk menguji tingkat  akuntabilitas institusi 
zakat dengan cara memberikan score 1 untuk 
setiap item yang ditemui dalam website dan 
score 0 jika tidak temukan dalam website. 
Selanjutnya score setiap kategori akan 
dijumlah untuk mendapat total score akhir 
dan menentukan tingkat indek 
akuntabilitasnya. 
 
Tabel. 2 Indeks Akuntabilitas Berbasis 
Website 
Dimensi  Ruang lingkup 
Transparansi Mencakup berbagai 
kebijakan/prosedur tata 
kelola, sarana umpan 
balik, dan informasi 
umum keuangan 
Akuntabilitas Mencakup keberadaan 
dewan pengawas, auditor 
internal/eksternal, 
kebijakan SDM, 
indikator kinerja, dan 
publikasi laporan 
keuangan  
Responsibilitas Mencakup kepatuhan 
terhadap berbagai aturan, 
pelaksanaan audit , dan 
riset pengembangan 
lembaga 









kepentingan secara adil 
Sumber: Amalia, (2018) 
 
Tes Reliabilitas Indek Akuntabilitas 
Berbasis Website 
Untuk mendapatkan data yang reliabel 
penelitian ini menggunakan inter-rater 
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reliability test (Sikka, 2006). Uji coba indek 
akuntabilitas website dilakukan oleh 3 orang 
penilai dengan menggunakan teknik analisis 
konten untuk menguji secara random 4 
website dan memberikan score pada lembar  
score indek akuntabilitas berbasis website. 
Jumlah total score maksimal indek adalah 25. 
Setelah selesai di nilai oleh satu penilai, 
selanjutnya website ditukar dengan penilai 
lainnya untuk dilakukan pengujian yang 
sama. Tahap terakhir adalah membandingkan 
total score dari 3 penilai atas 4 website 
tersebut. Hasil uji reabilitas diketahui tingkat 
konsistensi hasil penilaian antar penilai 
menghasilkan rata-rata score lebih dari 95%. 
Dengan demkian dapat simpulkan bahwa 
instrumen indikator akuntabilitas berbasis 
website reliabel dan dapat digunakan dalam 
penelitian. Secara lengkap hasil uji inter-rater 
analysis dapat di lihat pada tabel. 3 berikut. 
 









1 25 25 25 100% 
2 24 25 24,5 98% 
3 25 24 24,5 98% 
4 23 23 23 100% 
Sumber: data penelitian diolah 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah dilakukan pengujian terhadap 
26 website intitusi zakat yang menjadi sampel 
terdapat satu website yang sedang dilakukan 
maintenance sehingga tidak dapat dilakukan 
pengujian. Sehingga total website yang dapat 
dilakukan analisis menjadi sebanyak 25 
website. Adapun hasil analisis yang telah 
dilakukan akan disajikan pada tabel. 4 berikut 
ini. 
 
Tabel 4. Tabulasi Score Indikator Indek 





1 proses tatakelola yang baku dan 
transparan 
7 
2 ketersediaan website yang 
mudah di akses 
25 
3 layanan tanya jawab dan 
keluhan publik 
17 
4 informasi jumlah penerimaan 13 
5 informasi pertumbuhan 
muzakki 
6 
6 informasi pertumbuhan 
mustahik 
5 
7 informasi penghimpunan, 
distribusi dan penggunaan dana 
10 
8 kebijakan organisasi 
meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas 
7 
9 Ketersediaan publikasi laporan 
keuangan di website 
10 
Dimensi Akuntabilitas  
10 











13 Pelaksanaan audit ekternal 8 
14 




















 Dimensi Responsibilitas  
19 
Informasi kepatuhan terhadap 
peraturan yang berlaku 
9 
20 




Ketersediaan hasil riset dalam 
rangka perbaikan kerja 
2 
Dimensi Idenpendensi   
22 
Ketersedian informasi 







Dimensi Keadilan  
24 
Perlakuan yang adil kepada 
seluruh pemangku kepentingan 
25 
25 Pemberian kesempatan yang 25 
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sama bagi seluruh stakeholder 
untuk memberi masukan kepada 
lembaga 














Transparansi 100 234 4 43% 
Akuntabilitas 79 234 3,16 34% 
Responsibilitas 20 75 0,8 27% 
Dependensi 50 50 2 100% 
Keadilan 50 50 2 100% 
Total Indek   299 637 11,96 47% 
Sumber: data penelitian diolah 
 
Analisis Transparansi, Akuntabilitas, 
Responsibilitas, Indenpensi dan Keadilan.  
Merujuk pada tabel 4 di atas, dapat 
diketahui bahwa prinsip transparansi terdiri  9 
indikator. Indikator 1 berkaitan dengan sistem 
standar tata kelola menunjukkan bahwa 
sebanyak 18 intitusi zakat tidak menyajikan 
informasi ketersediaan standar tata kelola 
organisasi. Indikator 2 berkaitan dengan 
ketersediaan website yang mudah diakses, 
diketahui seluruh institusi zakat telah 
memiliki website sebagai media informasi 
publik yang mudah diakses. Ini menunjukkan 
bahwa keberadaan internet dan website telah 
menjadi bagian tidak terpisahkan dari IZ. 
Indikator 3 berkaitan ketersediaan fitur 
layanan tanya jawab dan keluhan publik. 
Berdasarkan analisis diketahui belum seluruh 
website menyediakan fitur ini, ada 8 website 
yang tidak memiliki fitur ini. Sedangkan 
indikator 4 berkaitan dengan informasi jumlah 
penerimaan masih didapati banyak intitusi 
zakat tidak menyajikan informasi ini pada 
website mereka. Hanya ada 13 website yang 
menyajikan informasi jumlah penerimaan. 
Demikian juga dengan indikator  5 dan 6 
yakni tentang informasi pertumbuhan 
muzakki dan mustahik hanya sebagian kecil 
saja institusi zakat menyajikan informasi 
pertumbuhan jumlah muzakki dan mustahik. 
Indikator 7 dan 9 berkenaan dengan 
ketersediaan laporan  keuangan, laporan 
penghimpunan, dan laporan distribusi. Hasil 
analisis mengungkapkan sebagian besar 
website tidak menyajikan laporan keuangan 
dan penghimpupnan. Yang terakhir adalah 
indikator 7 berkaitan dengan informasi 
kemampuan intitusi zakat mengembangkan 
tata kelola agar lebih efektif dan efisien. 
Sebaigan besar website tidak menyajikan 
informasi bagaimana kebijakan atau strategi 
organisasi untuk mengembangkan organisasi.  
Dimensi akuntabilitas terdiri dari 9 
indikator, dimulai dengan indikator ke 10 
berkaitan dengan informasi keberadaan 
dewan pengawas syariah di dalam struktur 
institusi zakat. Hasil analisis menemukan 
masih banyak intitusi zakat yang tidak 
menyajikan dewan pengawas syariah pada 
website. Indikator 11 berkenaan dengan 
ketersediaan informasi tentang nilai-nilia 
kode etik yang berlaku di institusi zakat. 
Sebagian besar intitusi zakat tidak 
menampilkan informasi ini. Hanya ada 8 
website yang menyajikan secara jelas kode 
etik ini. Indikator 12 berkaitan dengan 
struktur organisasi. Hanya ada 8 website yang 
menyajikan informasi struktur organisasi 
secara rinci disertai dengan wewenang dan 
tanggungjawab. Sedangkan sebagian besar 
yang lain hanya menyajikan informasi 
struktur organisasi secara umum saja. 
Indikator 13 dan 14 menyangkut pelaksanaan 
audit eksternal dan kebijakan sistem 
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administrasi keuangan institusi. Hasil analisis 
menunjukkan hanya sedikit dari intitusi zakat 
yang menyajikan di website mereka tentang 
informasi penggunaan auditor eksternal dan 
kebijakan sistem administrasi keuangan.  
Selanjutnya indikator 15 dan 16 berkaitan 
dengan pelaksanaan audit kinerja dan 
ketersediaan indikator akuntabilitas lembaga. 
Pada poin ini tidak banyak website yang 
mengungkap pelaksanaan audit kinerja dan 
informasi bagaimana indikator dalam 
mengukur akuntabilitas organisasi. Demikian 
juga dengan indikator 17 dan 18 yakni tentang 
kebijakan pengembangan zakat dan 
pengembangan sumber daya manusia. Dua 
indikator ini hanya sedikit website yang 
mengunkapkan. Sebagian besar website tidak 
menyajikan secara jelas bagaimana kebijakan 
institusi untuk mengembangan organisasi dan 
sumberdaya manusia. 
Dimensi ke 3 adalah dimensi 
responsibilitas. Dimensi ini terdiri dari 3 
indikator yakni indikator 19 menyangkut 
masalah ketersediaan informasi kepatuhan 
institusi zakat terhadap berbagai peraturan 
yang berlaku. Hasil analisis menyimpulkan 
bahwa  tidak banyak institusi zakat yang 
menyajikan hal ini di website mereka. 
Demikian juga dengan indikator yang ke 20 
berkaitan dengan pelaksanaan audit ekternal. 
Indikator ke 20 ini adalah berkaitan dengan 
pelaksaan kegiatan audit eksternal. Temuan 
inikator ini konsisten dengan temuan pada 
indikator 13 tentang penggunaan auditor 
eksternal, dimana masih banyak institusi 
zakat yang tidak menginformasikan 
pelaksanaan kegiatan audit ekternal. Indikator 
terakhir dari dimensi responsibilitas adalah 
indikator 21 tentang kegiatan riset dalam 
rangka pengembangan lnstitusi. Hasil analisis 
mengungkapkan hampir semua institusi zakat 
tidak memiliki divisi riset dalam struktur 
organisasi mereka. Oleh karena informasi ini 
tidak tersaji di dalam website. 
Indepensi merupakan dimensi ke 3 
dari indek akuntabilitas berbasis website. 
Dimensi independensi terdiri terdiri dari 2 
indikator yaitu indikaor 22 dan 23 yang 
berhubungan dengan tindakan dan keputusan 
manajemen yang dilakukan secara profesional 
dan independen. Hasil analisis data 2 
indikator ini telah diungkap secara jelas 
melalui website masing-masing institusi 
zakat. Dengan kata lain dapat disimpulkan 
bahwa intitusi zakat telah bertindak secara 
profesional dan independen. Hasil analisis 
juga menemukan hal yang sama dalam hal 
dimensi keadilan atau dimensi ke 5. Dimensi 
keadilan terdapat 2 indikator yaitu perlakuan 
yang adil kepada seluruh pemangku 
kepentingan dan pemberian kesempatan yang 
sama kepada semua pemangku kepentingan 
untuk menyampaikan masukan dan saran 
kepada intitusi. 
 
Analisis indek Akuntabilitas berbasis 
website 
Mengaju pada tabel.5 di atas diperoleh 
hasil akhir score indek akuntabilitas berbasis 
website. Dimensi transparansi score rata-rata 
hanya 4 dari 9 nilai maksimal, atau hanya 
sebesar 43%. Angka ini menunjukkan bahwa 
indek transparansi berbasis website tergolong 
rendah. Artinya lebih dari 50 % website tidak 
menyajikan berbagai hal tentang institusi 
zakat secara transparan.  Hasil analisis untuk 
indek akuntabilitas menghasilkan score yang 
tidak lebih baik dari dimensi transparansi. 
Rata-rata score indek akuntabilitas hanya 3,16 
dari 9 nilai maksimal atau hanya sebesar 34%. 
Hal ini menunjukkan bahwa website institusi 
zakat belum dapat memberikan informasi 
secara efektif bagaimana akuntabilitas 
institusi zakat dijalankan. Selanjutnya adalah 
indek responsibilitas score rata-rata lebih 
kecil dari dua indek sebelumnya yakni hanya 
0,8 atau hanya sebesar 27 % saja. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa informasi yang 
tersaji di dalam website tidak mampu 
menunjukkan bagaimana tingkat 
responsibilitas institusi zakat dijalankan 
dengan baik. Namun berbeda halnya dengan 
indek independensi dan indek keadilan. Dua 
indek ini menghasilkan score rata-rata 
maksimal yakni masing-masing 2 dari 2 atau 
sebesar 100%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa seluruh website telah 
memberikan informasi bahwa institusi zakat 
telah bersikap independen dan adil kepada 
seluruh pemangku kepentingan. 
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Sementara itu untuk jumlah total score 
indek akuntabilitas berbasis website  mengacu 
pada tabel. 5 di atas, diketahui total score 
indek akuntabilitas berbasis website adalah 
299 dari 637 atau hanya sebesar 47% dan 
score rata-rata hanya 11, 96 dari score 
maksimal 25. Maka dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa indek akuntabilias 




Implementasi akuntabilitas berbasis 
website pada institusi zakat di Indonesia 
masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat 
dari score dari tiga dimensi yakni dimensi 
transparansi 43%, akuntabilitas 34%, dan 
responsibilitas 27%. Maupun jika dilhat dari 
total score rata-rata total score indek 
akuntabilitas berbasis website hanya 
memperoleh score 299 dari 637 atau sebesar 
43 %.  
Berdasarkan dari hasil temuan 
penelitian, peneliti menyarankan kepada 
seluruh institusi zakat untuk memaksimalkan 
penggunaan website sebagai sarana 
penyampaian akuntabilitas kepada publik. 
Pemanfaat teknologi website merupakan 
bentuk respon atas kemajuan teknologi 
informasi yang demikian pesat, sekaligus 
sebagai sarana meningkatkan kepercayaan 
publik (public trust) kepada institusi zakat. 
Oleh sebab itu perlu kiranya institusi zakat 
meningkatkan kapasitas organisasi terutama 
dalam hal tatakelola, dan sumberdaya 
manusia yang memiliki kompetensi dibidang 
teknologi informasi. 
Kepada peneliti selanjutnya 
disarankan untuk melengkapi data dengan 
cara melakukan interview kepada pimpinan 
institusi zakat untuk mendapatkan penjelasan 
secara lebih mendalam tentang berbagai hal 
seputar penggunaan website oleh organisasi. 
Melalui interview peneliti akan mendapatkan 
informasi secara langsung apa yang menjadi 
hambatan, dan tantangan dalam melaksanakan 
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